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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi dan
akuntabel dalam penyaluran bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik bantuan pemerintah di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan perlu mengubah Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri



Mengingat :

1.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang
Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 1191);



6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/

PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18 / MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 713);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/
PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/
2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1745);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 295) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.107/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);



Menetapkan :

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/

PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
2/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam  Peraturan  Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang
Memiliki  Karakteristik Bantuan Pemerintah  di
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.107/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang
Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 5

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 5
Pengalokasian anggaran Bantuan Lainnya
dilaksanakan sesuai peruntukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
Bantuan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dialokasikan pada kelompok Akun Belanja

Barang Lainnya untuk diserahkan kepada:

a. perseorangan;

b. kelompok masyarakat;

C. lembaga pemerintah daerah; dan/atau
d. lembaga nonpemerintah.

Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan
rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga  dan  pengesahan  daftar isian
pelaksanaan anggaran.

Anggaran Bantuan Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Anggaran Bantuan Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) secara rinci ditetapkan
oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk
oleh PA.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal S5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

Tata cara penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (5) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1661

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

MAMAN KUSNANDAR



